PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang

Mengingat: 1.

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan

Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2019
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan = Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran 2018, maka perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Rejang Lebong tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran
2018.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
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12,

13.

14.

15.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

é}g%l‘l‘amhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelﬂlgan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



16.

17.

15.

19,

20,

21.

22,

24

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
F’th_)m&n Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8§ Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

IE?—HHIHH Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
hepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun
2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor O
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2018 Nomor 132);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 139);



Menetapkan

29, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran

30.

: PERATURAN BUPATI

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2019 Nomor 140);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun

2019 Nomor 141).

MEMUTUSEKAN :

TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG
LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas :

1.

Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 84.508.249.814,81

b. Pendapatan Dana Perimbangan

Rp. 808.906.267.137,00

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 159.630.699.797,33

Jumlah Pendapatan

Rp.1.053.045.216.749,14

Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 422.541.922.323,20
2) Belanja Bunga Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 14.691.810.061,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 5.415.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 163.135.243.165,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp 253.899.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

Rp. 606.037.874.549,20

1) Belanja Pegawai Rp. 46.365.479.749,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 277.769.481.960,35
3) Belanja Modal Rp. 170.608.442.315.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 494.743.404.024,35

Jumlah Belanja

Pembiayaan :
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp.1.100.781.278.573,55

Surplus/Defisit Rp. (47.736.061.824,41)

Rp. 166.220.502.471,98

Rp. _ 2.377.152.300,86

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 163.843.350.171,12

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 116.107.288.346,71
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Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 20 Agustes 2019

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 20 p,qul;bu; 2019

EERET DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 537



